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1
 PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK,
 PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN
 SASARAN ANGGARAN DAN STRUKTUR DESENTRALISASI
 TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA
 SKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015
 Dittiya Pajri Eko Permana
 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
 Jl. Politeknik Senggarang
 Email : [email protected]
 ABSTRAK
 Didalam penelitian ini penulis menguraikan Skripsi dengan judul Pengaruh
 Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran
 dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada SKPD Provinsi
 Kepulauan Riau Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
 pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial SKPD Provinsi
 Kepulauan Riau, pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja
 Manajerial SKPD Provinsi Kepulauan Riau, pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran
 terhadap Kinerja Manajerial SKPD Provinsi Kepulauan Riau, pengaruh Struktur
 Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD Provinsi Kepulauan Riau dan
 pengaruh Akuntabilitas publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran
 Anggaran dan Struktur Desentralisasi berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial
 SKPD Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan
 kuesioner di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berjumlah 41
 SKPD. Responden terdiri dari Kepala Badan/Dinas Pengguna Anggaran (PA), Kuasa
 Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat
 Penatausahaan Keuangan (PPK) pada setiap SKPD Provinsi Kepulauan Riau
 berjumlah 4 orang. Sehingga total responden seluruhnya adalah 164 orang.
 Metode analisis data yang digunakan yaitu Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
 serta Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Heteroskedastisitas, Uji Normalitas dan
 Uji Autokorelasi dan dilengkapi dengan Uji Signifikansi Simultan ( Uji F ) dan Uji
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 Signifikansi Parsial ( Uji t) untuk pengujian hipotesis serta Analisis Regresi Linier
 Berganda melalui program SPSS Versi 21.
 Hasil penelitian menurut Uji F menunjukkan bahwa secara simultan
 Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran
 dan Struktur Desentralisasi berpengaruh secara signifikan positif Terhadap Kinerja
 Manajerial SKPD, dan hasil penelitian menurut Uji t menunjukkan bahwa secara
 parsial Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran
 Anggaran dan Struktur Desentralisasi berpengaruh secara signifikan positif Terhadap
 Kinerja Manajerial SKPD.
 Hal ini juga didukung oleh nilai koefisien determinasi sebesar 0.478, yang
 berarti bahwa variabel Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran,
 Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi dapat menjelaskan variabel
 Manajerial Pada SKPD Provinsi Kepulauan Riau sebesar 47,8 % sedangkan sisanya
 (100% - 47,8% = 52,2%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam
 penelitian ini.
 Kata Kunci : Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran,
 Kejelasan
 Sasaran Anggaran, Struktur Desentralisasi, Kinerja Manajerial
 SKPD
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 ABSTRACT
 In this study the authors describe the thesis entitled Influence of Public
 Accountability, Budgetary Participation, Clarity of Budget Objectives and
 Decentralization Structures on Managerial Performance in SKPD Riau Islands
 Province Year 2015. The purpose of this study is to determine the effect of
 Public Accountability to Managerial Performance SKPD Riau Islands Province ,
 The influence of budgetary participation on managerial performance SKPD
 Riau Islands Province, the influence of Clarity of Budgetary Objective on
 Managerial Performance SKPD Riau Islands Province, the influence of
 Decentralization Structure on Managerial Performance SKPD Riau Islands
 Province and the influence of Public Accountability, Budgeting Participation,
 Clarity Target Budget and Structure Decentralisasi Effect on Managerial
 Performance SKPD Riau Islands Province. This research was conducted by
 distributing questionnaires in Environmental Government of Kepulauan Riau
 Province which amounted to 41 SKPD. Respondents consist of Head of Agency /
 Office of Budget User (PA), Budget User Authority (KPA), Activity Technical
 Executing Officer (PPTK), Finance Administration Official (KDP) in each
 SKPD Riau Islands Province amounted to 4 people. So the total respondents are
 164 people.
 Data analysis methods used are Validity and Reliability Test and Classic
 Assumption Test consisting of Heteroskedasticity Test, Normality Test and
 Autocorrelation Test and completed with Simultaneous Significance Test (F test)
 and Partial Significance Test (t test) for hypothesis testing and Regression
 Analysis Linear Linier through SPSS Version 21 program.
 The results of the research according to F test show that simultaneously
 Public Accountability, Budgetary Participation, Clarity of Budget Objective and
 Decentralization Structure have significantly Significant Positive Influence on
 Managerial Performance SKPD, and result of research according t Test show
 that partially Public Accountability, Budgeting Participation, Budget and
 Structure of Decentralization have significantly positive effect on Managerial
 Performance of SKPD.
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 This is also supported by the value of determination coefficient of 0.478,
 which means that the variable of Public Accountability, Budgeting Participation,
 Clarity of Budget Objectives and Decentralization Structure can explain
 Managerial variables on SKPD Riau Islands Province of 47.8% while the rest
 (100% - 47, 8% = 52.2%) is influenced by other variables not found in this
 study.
 Keywords : Public Accountability, Budgetary Participation, Budgetary
 Objective Clarity, Decentralized Structure, Managerial
 Performance SKPD
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 PENDAHULUAN
 Seiring dengan meningkatnya tekanan dari masyarakat agar pemerintah
 daerah meningkatkan kinerja dan akuntabilitas demi terwujudnya good
 governance menyebabkan pemerintah daerah harus membenahi diri untuk
 merespon perubahan yang diinginkan oleh masyarakat sebagai stakeholder.
 Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas merupakan prinsip
 pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari
 perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan
 dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak
 hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak
 untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan
 anggaran tersebut.
 Anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian yang sangat penting,
 sehingga proses penyusunan anggaran merupakan aspek penting dalam
 pencapaian keberhasilan dari suatu organisasi. Agar anggaran itu tepat sasaran
 dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan
 dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran yang dinamakan
 dengan partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran melibatkan bawahan dalam
 proses penyusunannya, sehingga bawahan yang kinerjanya diukur berdasarkan
 anggaran akan termotivasi untuk mencapai kinerja sesuai dengan kriteria yang
 ditetapkan dalam anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan
 pendekatan manajerial yang umumnya dinilai dapat meningkatkan kinerja
 manajerial. (Prihandini, 2011).
 Menurut Kenis (1979) dalam Bangun (2009) mengatakan salah satu
 karakteristik sistem penganggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan
 sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang
 diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja
 dapat tercapai.
 Kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam
 kegiatan manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, pengkoordinasian,
 evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negoisasi, perwakilan dan kinerja secara
 keseluruhan. Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah merupakan
 gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran
 dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan
 tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai
 dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah. (Mahoney et. al.,1963
 dalam Bangun,2009)
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 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 yang telah diamandemen dengan
 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah melahirkan
 paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi
 penuh, luas, dan bertanggung jawab pada daerah. Penyelenggaran pemerintah
 daerah dengan berdasarkan undang-undang tersebut juga telah melahirkan
 nuansa baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintah yang sentralis birokratik
 ke pemerintah yang desentralik partisipatoris. (Mardiasmo,2006)
 TINJAUAN PUSTAKA
 AKUNTABILITAS PUBLIK
 Adapun penjelasan menurut Hopwood dan Elwood yang dikutip oleh
 Mahmudi (2002:89) dalam Bahri (2012) tentang aspek akuntabilitas publik
 pemerintah adalah sebagai berikut:
 a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
 Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran adalah pertanggungjawaban
 lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati
 ketentuan hukum yang berlaku. Pengguna dana publik harus dilakukan
 secara benar dan mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum dan
 kejujuran pengukuranya dengan penggunaan dana sesuai anggaran dan
 ketaatan pada peraturan.
 i. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum
 dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam menjalankan organisasi.
 Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan
 dengan aktivitas penegakan hukum.
 ii. Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran
 penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Norma kejujuran yang
 ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai macam
 penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.
 b. Akuntabilitas Manajerial
 Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas
 kinerja. Inefisiensi organisasi publik menjadi tanggungjawab lembaga
 yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada kliennya.
 Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses
 ialah bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggung jawabkan.
 dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dari ketidakefektifan
 organisasi, analisa terhadap akuntabilitas sektor publik akan banyak
 berfokus pada akuntabilitas manajerial.

Page 7
                        

7
 i. Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban publik dalam
 melakukan pengelolaan organisasi secara sektor publik secara
 efektif dan efisien.
 ii. Akuntabilitas manajerial terkait apakah prosedur yang digunakan
 dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan
 sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan
 prosedur administrasi.
 c. Akuntabilitas Program
 Akuntabilitas program berarti bahwa program organisasi hendaknya
 merupakan program bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian
 visi, misi dan tujuan organisasi. Pengukuran akuntabilitas program
 dapat dilihat dari outcome dan efektifitasnya.
 i. Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah
 tujuan yang ditetapkan dalam kegiatan yang dicapai atau tidaknya
 dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang
 memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
 ii. Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang
 berhubungan dengan setiap program yang akan dijalankan.
 Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan
 program yang telah dibuat pada pelaksanaan program.
 iii. Yang berwenang dalam program ini harus bisa menunjukkan jika
 program yang akan dibangun dapat berjalan dengan baik atau tidak
 dan apa saja upaya yang dapat dilakukan agar program yang akan
 direncanakan dapat berjalan dengan optimal.
 d. Akuntabilitas Kebijakan
 Akuntabilitas kebijakan menyangkut pertanggungjawaban lembaga
 publik atas kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Akuntabilitas
 kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat
 maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah
 terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
 i. Akuntabilitas ini merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan
 pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai macam
 kebijakan dan keputusan yang telah diputuskan ataupun diambil.
 Dalam hal ini, orang yang berperan dalam lembaga publik harus
 bisa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah
 ditetapkan baik itu dari segi tujuan, alasan pengambilan kebijakan,
 manfaat yang ditimbulkan, hingga berbagai macam hal negatif yang
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 mungkin ditimbulkan dari setiap kebijakan yang akan atau telah
 diambil.
 ii. Dalam membuat kebijakan lembaga publik hendaknya dapat
 mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan
 mempertimbangkan dampak masa depan. Pengukuran akuntabilitas
 kebijakan dapat dilakukan dengan melihat kebijakan yang diambil
 atau diabaikan, dampak yang ditimbulkan terhadap kebijakan yang
 diambil atau diabaikan.
 e. Akuntabilitas Finansial
 Akuntabilitas Finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga
 publik dalam menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan
 efektif tidak ada pemborosan serta korupsi. Akuntabilitas finansial
 mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan
 keuangan untuk mengambarkan kinerja finansial organisasi kepada
 pihak luar. Akuntabilitas ini sangat penting karena pengelolaan
 keuangan publik akan menjadi sorotan utama masyarakat dan
 akuntabilitas instansi pemerintah di indonesia mengenai aspek
 finansial diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
 Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
 perbendaharaan Negara. Kedua Undang-undang tersebut berserta
 Standar Akuntansi Pemerintahan mewajibkan instansi pemerintah
 selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai
 pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
 PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN
 Bangun (2009) menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan
 anggaran dapat diartikan merupakan keikutsertaan seseorang dalam menyusun
 dan memutuskan anggaran secara bersama. Sukses atau gagalnya para staf pada
 suatu SKPD dalam melaksanakan anggaran adalah merupakan suatu refleksi
 langsung tentang keberhasilan atau kegagalan manajerial SKPD dalam
 melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
 Milani (1975) dalam Bulan (2011) mengemukakan partisipasi anggaran
 meliputi :
 1. Keikutsertaan dalam penyusunan anggaran, dimana secara aktif
 terlibat
 dalam proses perencanaan “bottom-up” sesuai dengan tujuan
 anggaran.
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 2. Kepuasan dalam penyusunan anggaran, yaitu memiliki pengaruh
 yang kuat terhadap proses penyusunan rencana anggaran.
 3. Kerelaan dalam memberikan pendapat, dengan cara memberikan
 kontribusi dan partisipasi aktif dalam penyusunan rencana anggaran.
 4. Kebutuhan memberikan pendapat, dalam menetapkan perencanaan
 anggaran Satuan Unit Kerja.
 5. Besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran akhir, yang
 dikarenakan kendala waktu sehingga sering kali anggaran yang
 ditetapkan tidak sesuai dengan rencana anggaran satuan kerja.
 6. Frekuensi untuk memberikan pendapat atau usulan, dan
 membahasnya secara rutin dengan staf atau bawahan untuk
 menentukan rencana anggaran yang tepat sasaran.
 Melibatkan para manajerial SKPD dalam sistem perencanaan berarti
 menghargai kebutuhan untuk sebuah lingkungan kerja yang nyaman dan ramah,
 yang mendukung terlaksananya komunikasi yang baik, karena gagasan mereka
 akan dihargai dan diterapkan merupakan kepuasan tersendiri. Begitu pula
 halnya dalam proses penyusunan anggaran, apabila para manajerial SKPD ikut
 berpartisipasi untuk merumuskannya, maka besar kemungkinan hasil yang akan
 diperoleh dari realisasi anggaran jauh lebih baik karena adanya tanggung jawab
 moril. Bagaimanapun anggaran hanya efektif jika mendapat dukungan dari
 semua pihak, dan untuk mengusahakan supaya anggaran ini mendapat
 dukungan dari bawahan maka dapat ditempuh melalui cara penyusunan secara
 demokratis atau bottom up. Jika ditinjau dari siapa yang membuat anggaran
 tersebut, maka penyusunan anggaran dimaksud dapat dilakukan dengan cara
 campuran. Penggunaan cara demokrasi inilah yang dimaksud dengan
 penyusunan anggaran partisipatif, karena disusun berdasarkan hasil keputusan
 bawahan. Penyusunan anggaran pada pemerintahan dilakukan oleh Kepala
 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Sekretaris SKPD, dan Kepala Bagian
 di pemerintahan. (Bangun,2009)
 KEJELASAN SASARAN ANGGARAN
 Menurut Kenis (1979) dalam Bangun (2009) menjelaskan bahwa
 kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan
 secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti
 oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut.
 Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran
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 sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Oleh sebab itu
 sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan
 dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk
 melaksanakannya. Kenis juga menyatakan bahwa anggaran tidak hanya sebagai
 alat perencanaan dan pengendalian biaya dan pendapatan dalam pusat
 pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, sisi lain anggaran juga merupakan
 alat bagi manajerial SKPD untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan,
 mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya.
 Menurut Locke dan Latham (1984) dalam Samuel (2008), agar
 pengukuran sasaran efektif ada 7 indikator yang diperlukan :
 1. Tujuan, membuat secara terperinci tujuan umum tugas-tugas yang
 harus
 dikerjakan.
 2. Kinerja, menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang diukur.
 3. Standart, menetapkan standar atau target yang ingin dicapai.
 4. Jangka Waktu, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk
 pengerjaan.
 5. Sasaran Prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas.
 6. Tingkat Kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan
 dan pentingnya.
 7. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi.
 STRUKTUR DESENTRALISASI
 Bangun (2009) didalam tesisnya mengatakan bahwa desentralisasi akan
 menunjukkan tingkat otonomi yang didelegasikan pada manajerial SKPD
 sehingga manajerial SKPD mempunyai tanggung jawab yang lebih besar
 terhadap perencanaan dan pengendalian aktivitas operasi serta membutuhkan
 informasi yang lebih banyak. Jadi organisasi yang strukturnya lebih
 terdesentralisasi seperti pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, para
 manajerial SKPD mempunyai otonomi yang lebih besar dalam proses
 pengambilan atau penetapan keputusan.
 Otonomi pengambilan keputusan ini antara lain meliputi tanggung jawab
 pimpinan kepala dinas atau badan secara keseluruhan terhadap unit kerja yang
 dipimpinnya. Dengan otonomi yang semakin tinggi ini, dapat diprediksikan
 bahwa Kepala Badan dan Kepala Dinas akan lebih bertanggung jawab,
 selanjutnya kinerja manajerial juga menjadi semakin meningkat. Dengan kata
 lain, semakin struktur terdesentralisasi organisasi di pemerintahan daerah, maka
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 semakin tinggi pula kinerja kepala SKPD dalam menjalankan pengelolaan
 keuangan daerah.
 Menurut Bangun (2009), agar pengukuran desentralisasi semakin baik
 ada indikator dalam desentralisasi yang mengacu ke Permendagri 13 Tahun
 2006 terdiri dari:
 1. Pemberian kewenangan dalam menentukan jumlah anggaran
 2. Pemberian kewenangan dalam menentukan program dan kegiatan
 3. Penunjukan kewenangan dalam menentukan keterlibatan pegawai
 4. Peningkatan kewenangan dalam menentukan skala prioritas
 5. Pemberian kewenangan dalam menentukan penambahan dan mutasi
 pegawai.
 KINERJA MANAJERIAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 Menurut Mahoney et. al (1963) dalam Natalia (2010) kinerja manajerial
 adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial,
 yang diukur dengan menggunakan indikator :
 1. Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan
 untuk
 selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu
 sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk
 memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan,
 prosedur, penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai
 dengan sasaran yang telah ditetapkan.
 2. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan
 melalui pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan
 pencatatan, pembuatan laporan, sehingga mempermudah
 dilaksanakannya pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan
 yang telah dilakukan.
 3. Koordinasi menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran
 informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainya, guna dapat
 berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan.
 4. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap
 rencana yang telah dibuat, dan ditujukan untuk menilai pegawai dan
 catatan hasil kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil
 keputusan yang diperlukan.
 5. Pengawasan yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan
 dilaporkan atau kemampuan untuk mengarahkan, memimpin,
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 membimbing, menjelaskan segala aturan yang berlaku, memberikan
 dan menangani keluhan pelaksanaan tugas bawahan.
 6. Pemilihan Staff yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan
 dalam suatu unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan
 mempromosikan pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja
 lainnya.
 7. Negoisasi yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal
 pembelian, penjualan atau kontrak untuk barang-barang dan jasa.
 8. Perwakilan yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan
 kegiatan-kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok
 bisnis dan konsultasi dengan kantor-kantor lain.
 KERANGKA KONSEPTUAL
 Kerangka konseptual adalah model berfikir konseptual tentang bagaimana
 teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai hal
 yang penting. Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis
 akan mengembangkan kerangka konseptual sebagai berikut :
 Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
 H5
 Akuntabilitas Publik (X1)
 Partisipasi Penyusunan
 Anggaran (X2) Kinerja
 Manajerial
 (Y) Kejelasan Sasaran
 Anggaran (X3)
 Struktur Desentralisasi
 (X4)
 H1
 H2
 H3
 H4
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 Dari kerangka konseptual di atas memperlihatkan bahwa Kinerja Manajerial
 sebagai Variabel Dependen (Variabel Terikat) diduga akan dipengaruhi oleh Variabel
 Independen lainnya berupa Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran,
 Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi.
 2.4 Hipotesis Penelitian
 Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dipaparkan
 sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah :
 H1 : Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
 manajerial secara parsial.
 H2 : Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh signifikan positif
 terhadap kinerja manajerial secara parsial.
 H3 : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap
 kinerja manajerial secara parsial.
 H4 : Struktur Desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
 manajerial secara parsial.
 H5 : Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan
 Sasaran Anggaran, dan Struktur Desentralisasi berpengaruh signifikan
 positif terhadap Kinerja Manajerial secara simultan.
 METODE PENELITIAN
 Populasi dan Sampel
 Sesuai dengan judul yang diambil dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh
 Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasasan Sasaran
 Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial pada SKPD
 Provinsi Kepulauan Riau”, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini
 adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Kepulauan Riau
 yang berjumlah 41 SKPD.
 Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive
 sampling method dimana informasi yang dapat diperoleh dari orang-orang yang
 menjadi sasaran khusus penelitian, karena hanya orang-orang tersebut yang
 dianggap memiliki kompetensi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan
 atau memang hanya orang-orang itu yang dianggap memiliki kriteria yang
 ditetapkan. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pejabat
 struktural yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Sesuai dengan Peraturan
 Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
 Kegiatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Menteri Dalam
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 Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 yang termasuk dalam pejabat struktural yang terlibat dalam penelitian ini adalah
 Kepala Badan/Dinas Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran
 (KPA), Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan
 Keuangan (PPK) pada setiap SKPD Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 4
 orang. Sehingga total responden seluruhnya adalah 164 orang.
 Teknik Pengumpulan Data
 Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
 dengan melalui proses survey dengan pembagian kuesioner. Pemberian
 kuesioner merupakan cara pengumpulan data melalui daftar pertanyaan tertulis
 yang ditujukan kepada responden.
 Daftar pertanyaan atau kuesioner, yaitu pengumpulan data yang diperoleh
 dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan sesuai kebutuhan informasi yang
 diinginkan kepada responden yang menjadi objek penelitian untuk
 mendapatkan jawaban data primer dari responden.
 HASIL PENELITIAN
 Anal isis Statist ik Deskripti f
 Tabel 4.1
 Sumber : Data Diolah
 Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah responden (n) adalah 115, dari 115
 responden variabel Akuntabilitas Publik (X1) mempunyai nilai minimum
 sebesar 68 dan nilai maksimum sebesar 85, nilai mean 73.69 dengan standar
 deviasi 5.979. Nilai mean sebesar 73.69 menunjukkan bahwa rata-rata jawaban
 responden mengarah kepada pilihan jawaban “Setuju”. Pada variabel Partisipasi
 Penyusunan Anggaran (X2) nilai minimum sebesar 20 dan nilai maksimum
 Descriptive Statistics
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
 X1 (AP) 115 68 85 73.69 5.979
 X2 (PPA) 115 20 30 24.47 2.583
 X3 (KSA) 115 28 35 32.04 2.234
 X4 (SD) 115 20 30 24.92 2.613
 Y (KM) 115 28 35 30.41 2.017
 Valid N
 (listwise) 115
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 sebesar 30, nilai mean 24.47 dengan standar deviasi 2.583. Nilai mean sebesar
 24.47 menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden mengarah kepada
 pilihan jawaban “Setuju”. Pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) nilai
 minimum sebesar 28 dan nilai maksimum sebesar 35, nilai mean 32.04 dengan
 standar deviasi 2.234. Nilai mean sebesar 32.04 menunjukkan bahwa rata-rata
 jawaban responden mengarah kepada pilihan jawaban “Sangat Setuju”. Pada
 variabel Struktur Desentralisasi (X4) nilai minimum sebesar 20 dan nilai
 maksimum sebesar 30, nilai mean 24.92 dengan standar deviasi 2.613. Nilai
 mean sebesar 24.92 menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden
 mengarah kepada pilihan jawaban “Setuju”. Pada variabel Kinerja Manajerial
 SKPD (Y) nilai minimum sebesar 28 dan nilai maksimum sebesar 35, nilai
 mean 30.41 dengan standar deviasi 2.017. Nilai mean sebesar 30.41
 menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden mengarah kepada pilihan
 jawaban “Sangat Setuju”.
 UJI ANALISIS DATA
 1. Uji Validitas
 Pengujian validitas dengan menggunakan Pearson Correlation yaitu
 dengan cara menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan
 dengan total skor. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan data tersebut
 valid atau tidak valid adalah :
 1. Butir dikatakan valid, jika nilai probabilitasnya (Sig) < 0,05.
 2. Butir dikatakan tidak valid, jika nilai probabilitasnya (Sig) > 0,05.
 Tabel 4.2
 Hasil Uji Validitas
 Variabel Variabel Akuntabilitas Publik (X1)
 Item
 Pertanyaan Sig. Keterangan
 AP1 0.000*** Valid
 AP2 0.000*** Valid
 AP3 0.000*** Valid
 AP4 0.000*** Valid
 AP5 0.000*** Valid
 AP6 0.000*** Valid
 AP7 0.000*** Valid
 AP8 0.000*** Valid
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 AP9 0.000*** Valid
 AP10 0.000*** Valid
 AP11 0.000*** Valid
 AP12 0.000*** Valid
 AP13 0.000*** Valid
 AP14 0.000*** Valid
 AP15 0.000*** Valid
 AP16 0.000*** Valid
 AP17 0.000*** Valid
 Sumber : Data Diolah
 Berdasarkan hasil pada Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua
 item pertanyaan dari variabel Akuntabilitas Publik (X1) adalah valid. Hal ini
 terlihat bahwa dari semua pertanyaan diatas dikatakan valid karena memiliki
 nilai signifikansi dibawah 0,05. Tabel 4.3 berikut ini akan menunjukkan
 gambaran mengenai hasil uji validitas untuk variabel Partisipasi Penyusunan
 Anggaran (X2).
 Tabel 4.3
 Hasil Uji Validitas
 Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X2)
 Item
 Pertanyaan Sig. Keterangan
 PPA1 0.000*** Valid
 PPA2 0.000*** Valid
 PPA3 0.000*** Valid
 PPA4 0.000*** Valid
 PPA5 0.000*** Valid
 PPA6 0.000*** Valid
 Sumber : Data Diolah
 Tabel 4.3 diatas meunjukkan bahwa semua item pertanyaan dari variabel
 Partisipasi Penyusunan Anggaran (X2) adalah valid. Hal ini terlihat bahwa dari
 semua item pertanyaan diatas memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05. Tabel
 4.4 berikut ini akan menunjukkan gambaran mengenai hasil uji validitas untuk
 variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X3).
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 Tabel 4.4
 Hasil Uji Validitas
 Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)
 Item
 Pertanyaan Sig. Keterangan
 KSA1 0.000*** Valid
 KSA2 0.000*** Valid
 KSA3 0.000*** Valid
 KSA4 0.000*** Valid
 KSA5 0.000*** Valid
 KSA6 0.000*** Valid
 KSA7 0.000*** Valid
 Sumber : Data Diolah
 Tabel 4.4 diatas meunjukkan bahwa semua item pertanyaan dari
 variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) adalah valid. Hal ini terlihat bahwa
 dari semua item pertanyaan diatas memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05.
 Tabel 4.5 berikut ini akan menunjukkan gambaran mengenai hasil uji validitas
 untuk variabel Struktur Desentralisasi (X4).
 Tabel 4.5
 Hasil Uji Validitas
 Variabel Struktur Desentralisasi (X4)
 Item Pertanyaan Sig. Keterangan
 SD1 0.000*** Valid
 SD2 0.000*** Valid
 SD3 0.000*** Valid
 SD4 0.000*** Valid
 SD5 0.000*** Valid
 SD6 0.000*** Valid
 Sumber : Data Diolah
 Tabel 4.5 diatas meunjukkan bahwa semua item pertanyaan dari variabel
 Struktur Desentralisasi (X4) adalah valid. Hal ini terlihat bahwa dari semua
 item pertanyaan diatas memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05. Tabel 4.6
 berikut ini akan menunjukkan gambaran mengenai hasil uji validitas untuk
 variabel Kinerja Manajerial SKPD (Y).
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 Tabel 4.6
 Hasil Uji Validitas
 Variabel Kinerja Manajerial SKPD (Y)
 Item
 Pertanyaan Sig. Keterangan
 KMSKPD1 0.000*** Valid
 KMSKPD2 0.000*** Valid
 KMSKPD3 0.000*** Valid
 KMSKPD4 0.000*** Valid
 KMSKPD5 0.000*** Valid
 KMSKPD6 0.000*** Valid
 KMSKPD7 0.000*** Valid
 Sumber : Data Diolah
 Tabel 4.6 diatas meunjukkan bahwa semua item pertanyaan dari variabel
 Kinerja Manajerial SKPD (Y) adalah valid. Hal ini terlihat bahwa dari semua
 item pertanyaan diatas memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05.
 2. Uji Reliabilitas
 Tabel 4.7
 Hasil Uji Reliabilitas
 Variabel Cronbach
 Alpha N of Item
 Akuntabilitas Publik (X1) 0.954 17
 Partisipasi Penyusunan Anggaran (X2) 0.639 6
 Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) 0.770 7
 Struktur Desentralisasi (X4) 0.818 6
 Kinerja Manajerial SKPD (Y) 0.738 7
 Sumber : Data Diolah
 Berdasarkan pada Tabel 4.7 diatas, dapat diketahui bahwa semua variabel
 dinyatakan reliable karena memiliki nilai cronbach alpha diatas 0.60.
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 3. Uji Asumsi Klasik
 a. Uji Multikolinieritas
 Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas
 adalah dengan menggunakan Variance Inflation Factors (VIF). Jika nilai
 tolerance (α) lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak
 memiliki masalah multikolinearitas diantara kedua variabel bebasnya,
 sehingga model memenuhi salah satu asumsi untuk dilakukan pengujian
 regresi linier berganda (Danang Sunyoto, 2013: 88)
 Tabel 4.8
 Uji Multikolinearitas
 Sumber : Data Diolah
 Berdasarkan Tabel 4.8 diatas, menunjukkan bahwa nilai tolerance (α)
 dari variabel X1, X2, X3 dan X4 lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF dari variabel
 XI,X2,X3 dan X4 lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak
 memiliki masalah multikolinearitas.
 b. Uji Heteroskedastisitas
 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
 regresi terjadi ketidaksmaan variance dan residual satu pengamatan ke
 pengamatan yang lain.
 Coefficientsa
 Model
 Unstandardized
 Coefficients
 Standardized
 Coefficients
 T Sig.
 Collinearity
 Statistics
 B Std. Error Beta Tolerance VIF
 1 (Constant) 9.136 2.463 3.709 .000
 X1 .087 .031 .256 2.784 .006 .559 1.788
 X2 .124 .057 .159 2.171 .032 .889 1.125
 X3 .156 .065 .173 2.418 .017 .924 1.082
 X4 .275 .070 .356 3.918 .000 .574 1.742
 a. Dependent Variable: Y
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 Gambar 4.1
 Dari gambar 4.1 diatas dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak dan
 tidak membentu suatu pola teratur, serta tersebar diatas dan dibawah titik origin
 (angka 0) pada sumbu Y. sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
 heteroskedastisitas pada model regresi. Namun demikian uji heteroskedastisitas
 metode grafik dapat tidak benar apabila tidak diteliti dengan hati-hati. Selain
 menggunakan uji grafik, maka sebaiknya juga dilengkapi dengan uji statistik.
 Uji yang dimaksud adalah Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara
 meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolute residualnya.
 Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute residual lebih
 dari atau > 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Sedangkan jika
 nilai signifikansi kecil dari atau < 0.05 maka terjadi masalah
 heteroskedastisitas.

Page 21
                        

21
 Tabel 4.9
 Uji Glejser
 Coefficientsa
 Model
 Unstandardized Coefficients
 Standardized
 Coefficients
 T Sig. B Std. Error Beta
 1 (Constant) -.227 1.340 -.169 .866
 X1 .009 .017 .066 .532 .596
 X2 .020 .031 .063 .639 .524
 X3 .062 .035 .170 1.766 .080
 X4 -.069 .038 -.220 -1.798 .075
 a. Dependent Variable: ABS_RES1
 Sumber : Data Diolah
 Berdasarkan Uji Glejser diperoleh hasil Sig. variabel X1,X2,X3 dan X4
 yang lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi sebesar 0.05, sehingga
 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi
 ini.
 c. Uji Normalitas
 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
 variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) berdistribusi normal atau
 berdistribusi tidak normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-
 Smirnov dengan bantuan SPSS 21.0. ada dua cara mendeteksi apakah residual
 memiliki distribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji
 statistik.
 Pada analisis grafik dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data/titik
 pada sumbu diagonal. Model regresi memenuhi asumsi normalitas apabila data
 menyebar disekitar garis diagonalnya. Berikut gambar dari hasil model grafik
 dengan menggunakan program SPSS 21.0.
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 Hasil Uji Normalitas
 Gambar 4.2
 Hasil Uji Normalitas
 Gambar 4.3
 Gambar 4.2 diatas menunjukkan bahwa data yang disajikan normal. Hal
 ini dilihat dari kurva pada grafik histogram yang seimbang atau tidak ada
 kemencengan baik menceng ke kiri maupun menceng kenan, sehingga
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 memenuhi normalitas data. Dapat juga kita lihat pada gambar 4.3 diatas
 menunjukkan adanya persebaran data (titik) pada sumbu diagonal yang sangat
 mendekati garis diagonal. Pedoman uji normalitas mengatakan bahwa bila data
 (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal,
 maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
 Selain menggunakan uji grafik, maka sebaiknya juga dilengkapi dengan
 uji statistik. Uji yang dimaksud adalah Uji Kolmogorov-Smirnov.
 Dasar pengambilan keputusan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov,
 yaitu :
 1. Data berdistribusi normal, jika nilai signifikansi > 0,05
 2. Data berdistirbusi tidak normal, jika nilai signifikansi < 0,05
 Ouput yang dihasilkan oleh SPSS adalah seperti yang terlihat pada Tabel
 4.10 berikut ini :
 Tabel 4.10
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
 Unstandardize
 d Residual
 N 115
 Normal Parametersa,b Mean .0000000
 Std.
 Deviation 1.45715342
 Most Extreme
 Differences
 Absolute .082
 Positive .082
 Negative -.070
 Kolmogorov-Smirnov Z .877
 Asymp. Sig. (2-tailed) .425
 a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 Berdasarkan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov diperoleh hasil
 Berdasarkan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov diperoleh hasil Asymp. Sig
 (2-tailed) lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0.05) yaitu
 0.425. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dari tabel di atas dinyatakan
 berdistribusi secara normal.

Page 24
                        

24
 d. Uji Autokorelasi
 Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya
 penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu autokorelasi yang terjadi antara
 residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi.
 Prasyarat yang harus terpenuhi adalah ada atau tidaknya autokorelasi
 dalam model regresi. Tabel 4.11 berikut ini akan menunjukkan gambaran
 mengenai hasil uji autokorelasi.
 Tabel 4.11
 Uji Autokorelasi
 Model Summaryb
 Model R R Square Adjusted R
 Square
 Std. Error of
 the Estimate Durbin-Watson
 1 .691a .478 .459 1.483 1.736
 a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1
 b. Dependent Variable: Y
 Sumber : Data Diolah
 Tabel 4.11 diatas menunjukkan hasil uji autokorelasi dengan
 menggunakan Uji Durbin-Watson (DW) sebesar 1.736. Berdasarkan ketentuan yang
 dikemukakan oleh (Sunyoto,Danang:2011) jika hasil Uji DW menghasilkan nilai DW
 sebesar 1.736. Nilai DW ini berada di antara -2 dan +2 atau -2 ≤ DW ≤ +2. Sehingga
 menghasilkan kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi ini.
 4. Uji Hipotesis
 a. Uji F (Uji Simultan)
 Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara
 simultan terhadap variabel dependennya.
 Tabel 4.12
 Uji F
 ANOVAa
 Model
 Sum of
 Squares Df Mean Square F Sig.
 1 Regression 221.736 4 55.434 25.191 .000b
 Residual 242.056 110 2.201
 Total 463.791 114
 a. Dependent Variable: Y
 b. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1
 Sumber : Data Diolah
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 Tabel 4.13
 Ftabel
 Df
 untuk
 penyebut (N2)
 df untuk pembilang (N1)
 1 2 3 4 5
 101 3.94 3.09 2.69 2.46 2.30
 102 3.93 3.09 2.69 2.46 2.30
 103 3.93 3.08 2.69 2.46 2.30
 104 3.93 3.08 2.69 2.46 2.30
 105 3.93 3.08 2.69 2.46 2.30
 106 3.93 3.08 2.69 2.46 2.30
 107 3.93 3.08 2.69 2.46 2.30
 108 3.93 3.08 2.69 2.46 2.30
 109 3.93 3.08 2.69 2.45 2.30
 110 3.93 3.08 2.69 2.45 2.30
 Sumber : Portal Statistik
 Hasil Uji F dapat dilihat pada tabel diatas nilai Fhitung diperoleh sebesar
 25.191 dengan tingkat signifikansi 0,000. Degree of freedom (df1) dalam
 penelitian ini adalah (k-1) = (5-1) = 4 sedangkan (df2) dalam penelitian ini
 adalah (n-k) = (115-5) = 110, dimana untuk nilai 110 Ftabelnya adalah 2.45
 yang berarti nilai ini lebih kecil daripada nilai F hitung, 25.191 > 2.45, yang
 mana kriteria Uji F menyatakan bahwa model persamaan regresi dinyatakan
 baik (good of fit), jika F hitung > F tabel.
 Sehingga secara simultan Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan
 Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi
 berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah
 (SKPD).
 b. Uji t (Uji Parsial)
 Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas
 terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, dengan
 asumsi bahwa signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari analisa regresi
 menunjukkan kecil dari α = 5%, berarti variabel independen berpengaruh
 terhadap variabel dependen. Degree of freedom (df) dalam penelitian ini adalah
 (n-k-1) = (115-5-1) = 109. Dimana untuk nilai 109, ttabel nya adalah 1.981.
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 Tabel 4.16
 Uji t
 Coefficientsa
 Model
 Unstandardized
 Coefficients
 Standardized
 Coefficients
 T Sig. B Std. Error Beta
 1 (Constant) 9.136 2.463 3.709 .000
 X1 .087 .031 .256 2.784 .006
 X2 .124 .057 .159 2.171 .032
 X3 .156 .065 .173 2.418 .017
 X4 .275 .070 .356 3.918 .000
 a. Dependent Variable: Y
 Sumber : Data Diolah
 Tabel 4.17
 Ttabel
 Df
 0.50 0.20 0.10 0.050
 101 0.67693 1.28999 1.66008 1.98373
 102 0.67690 1.28991 1.65993 1.98350
 103 0.67688 1.28982 1.65978 1.98326
 104 0.67686 1.28974 1.65964 1.98304
 105 0.67683 1.28967 1.65950 1.98282
 106 0.67681 1.28959 1.65936 1.98260
 107 0.67679 1.28951 1.65922 1.98238
 108 0.67677 1.28944 0.67693 1.98217
 109 0.67675 1.28937 1.65895 1.98197
 Sumber : Portal Statistik
 Berdasarkan Tabel 4.16 dan Tabel 4.17 diatas, menunjukkan bahwa :
 1. Terdapat nilai sig 0.006. Nilai sig lebih kecil dari probabilitas 0.05 atau
 nilai 0.006 < 0.05, maka H1 diterima dan Ho ditolak. Variabel X1
 mempunyai thitung yakni 2.784 dengan ttabel yakni 1.981. Jadi thitung >
 ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki kontribusi terhadap
 Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa X1 mempunyai hubungan yang
 searah arah dengan Y.
 Jadi dapat disimpulkan bahwa X1 berpengaruh secara signifikan terhadap
 Y.
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 2. Terdapat nilai sig 0.032. Nilai sig lebih kecil dari probabilitas 0.05 atau
 nilai
 0.032 < 0.05, maka H2 diterima dan Ho ditolak. Variabel X2 mempunyai
 thitung yakni 2,171 dengan ttabel yakni 1.981. Jadi thitung > ttabel dapat
 disimpulkan bahwa variabel X2 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t
 positif menunjukkan bahwa X2 mempunyai hubungan yang searah
 dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa X2 berpengaruh secara
 signifikan terhadap Y.
 3. Terdapat nilai sig 0.017. Nilai sig lebih kecil dari probabilitas 0.05 atau
 nilai
 0.017 < 0.05, maka H3 diterima dan Ho ditolak. Variabel X3 mempunyai
 thitung yakni 2.418 dengan ttabel yakni 1.981. Jadi thitung > ttabel dapat
 disimpulkan bahwa variabel X3 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t
 positif menunjukkan bahwa X3 mempunyai hubungan yang searah
 dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa X3 berpengaruh secara
 signifikan terhadap Y.
 4. Terdapat nilai sig 0.000. Nilai sig lebih kecil dari probabilitas 0.05 atau
 nilai 0.000 < 0.05, maka H4 diterima dan Ho ditolak. Variabel X4
 mempunyai thitung yakni 3.918 dengan ttabel yakni 1.981. Jadi thitung >
 ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel X4 memiliki kontribusi terhadap
 Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa X3 mempunyai hubungan yang
 searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa X4 berpengaruh secara
 signifikan terhadap Y.
 5. Uji Regresi Linier Berganda
 Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui ada
 tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Sehingga yang
 dicari adalah pengaruh variabel bebas (independen variable) yaitu
 Akuntabilitas Publik (X1), Partisipasi Penyusunan Anggaran (X2), Kejelasan
 Sasaran Anggaran (X3) dan Struktur Desentralisasi (X4) terhadap variabel
 terikat (dependen variable) yaitu Kinerja Manajerial SKPD (Y).
 Persamaan regresinya dapat dirumuskan sebagai berikut :
 Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5[X5] + e
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 Tabel 4.18
 Uji Regresi Linier Berganda
 Coefficientsa
 Model
 Unstandardized
 Coefficients
 Standardized
 Coefficients
 t Sig. B Std. Error Beta
 1 (Constant) 9.136 2.463 3.709 .000
 X1 .087 .031 .256 2.784 .006
 X2 .124 .057 .159 2.171 .032
 X3 .156 .065 .173 2.418 .017
 X4 .275 .070 .356 3.918 .000
 a. Dependent Variable: Y
 Sumber : Data Diolah
 Berdasarkan Tabel 4.18 diatas dapat diperoleh rumus regresi sebagai
 berikut:
 Y = 9.136 + 0,087 X1+ 0,124 X2 + 0,156 X3 + 0,275 X4 + e
 Interpretasi dari regresi diatas adalah sebagai berikut :
 1. Konstanta (a) : Ini berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai
 nol (0), maka nilai variabel terikat (Y) sebesar 9.136.
 2. Akuntabilitas Publik (X1) terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Y) :
 Nilai koefisien X1 sebesar 0,087 dan bertanda positif . Hal ini
 menunjukkan bahwa X1 mempunyai hubungan yang Searah dengan
 Risiko Sistematis. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan
 X1 satu satuan maka variabel Y akan naik sebesar 0,087 dengan
 asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah
 tetap.
 3. Partisipasi Penyusunan Anggaran (X2) terhadap Kinerja Manajerial
 SKPD (Y) : Nilai koefisien X2 sebesar 0,124. Hal ini mengandung
 arti bahwa setiap kenaikan X2 satu satuan maka variabel Y akan
 naik sebesar 0,124 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain
 dari model regresi adalah tetap.
 4. Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) terhadap Kinerja Manajerial
 SKPD (Y): Nilai koefisien X3 sebesar 0,156. Hal ini mengandung
 arti bahwa setiap kenaikan X3 satu satuan maka variabel Y akan
 naik sebesar 0,156 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain
 dari model regresi adalah tetap.

Page 29
                        

29
 5. Struktur Desentralisasi (X4) terhadap Kinerja Manajerial SKPD
 (Y) : Nilai koefisien X4 sebesar 0,275. Hal ini mengandung arti
 bahwa setiap kenaikan X4 satu satuan maka variabel Y akan naik
 sebesar 0,275 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari
 model regresi adalah tetap.
 Tabel 4.19
 Model Summaryb
 Model R R Square
 Adjusted R
 Square
 Std. Error of the
 Estimate
 1 .691a .478 .459 1.483
 a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1
 b. Dependent Variable: Y
 Sumber : Data Diolah
 Tabel 4.19 diatas menampilkan nilai R yang merupakan simbol dari nilai
 koefisien korelasi sebesar 0,691. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa
 hubungan kedua variabel penelitian ada di kategori sangat kuat. Melalui tabel
 ini juga diperoleh nilai R Square atau koefisien determinasi (KD) yang
 menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi
 variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD yang diperoleh adalah 47.8% yang
 dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas X1, X2, X3 dan X4 memiliki pengaruh
 kontribusi sebesar 47.8% terhadap variabel Y dan 52.2% lainnya dipengaruhi
 oleh faktor-faktor lain diluar variabel X1, X2, X3 dan X4.
 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
 a. Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial SKPD
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Akuntabilitas Publik
 berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kinerja Manajerial SKPD.
 Hal ini mendukung penelitian Putra (2013) yang menyimpulkan bahwa
 Akuntabilitas Publik berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kinerja
 Manajerial SKPD. Penelitian ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas
 publik dalam peningkatan kinerja manejerial, karena dengan adanya
 akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya untuk mengetahui
 anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang
 dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam
 melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi
 oleh masyarakat.
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 b. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja
 Manajerial SKPD
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Partisipasi
 Penyusunan Anggaran berpengaruh secara signifikan positif terhadap
 Kinerja Manajerial SKPD. Hal ini mendukung penelitian Bangun (2009)
 yang menyimpulkan bahwa secara parsial Partisipasi Penyusunan Anggaran
 berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Manajerial SKPD. Pada
 umumnya semakin besar keterlibatan para manajerial SKPD dalam
 merumuskan sesuatu hal yang dapat menghasilkan keputusan dalam SKPD,
 maka sangat tinggi rasa tanggung jawab mereka untuk mensukseskan
 kesepakatan atau keputusan tersebut dapat terlaksana dengan baik.
 Partisipasi ini juga sangat mudah diterima oleh semua pihak karena
 mengandung asas musyawarah dan mufakat, sehingga terdapat kegairahan
 utnuk terus bekerja dalam melaksanakan hal-hal yang telah disepakati
 bersama dengan baik, tanpa ada pimpinan atau tidak disamping mereka.
 Effendy (1985;185) dalam Bangun (2009).
 c. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial
 SKPD.
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Kejelasan Sasaran
 Anggaran berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kinerja Manajerial
 SKPD. Hal ini mendukung penelitian Putra (2013) yang menyimpulkan
 bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif tehadap
 kinerja manajerial SKPD. Jadi secara keseluruhan dengan adanya kejelasan
 sasaran anggaran mengacu pada anggaran yang telah dibuat dan dapat
 dimengerti secara jelas dan spesifik sesuai dengan apa yang telah
 direncanakan sebelumnya berdampak baik terhadap kinerja atau aktivitas
 manajerial dari aparat itu sendiri. Fakta yang ditemukan dilapangan
 menunjukan hubungan yang sesuai satu sama lain dimana dengan adanya
 kejelasan sasaran anggaran maka aparat dapat menentukan target dalam
 mencapai anggaran tersebut, dan merumuskan apa saja yang akan dilakukan
 sehingga apa yang telah ditargetkan pada awalnya dapat terealisasi dengan
 baik.
 d. Pengaruh Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Struktur
 Desentralisasi berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kinerja
 Manajerial SKPD. Hal ini mendukung penelitian Bangun (2009) yang
 menyimpulkan bahwa secara parsial Struktur Desentralisasi berpengaruh
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 secara signifikan terhadap Kinerja Manajerial SKPD. Dengan desentralisasi
 akan meningkatkan independensi manajerial SKPD dalam berfikir dan
 bertindak dalam satu tim tanpa mengorbankan kebutuhan organisasi.
 Desentralisasi membutuhkan keseimbangan manajerial SKPD yang
 independen dengan timnya dan komitmennya pada organisasi. Semakin
 struktur terdesentralisasi organisasi di pemerintahan daerah, maka semakin
 tinggi pula kinerja kepala SKPD dalam menjalankan pengelolaan keuangan
 daerah.
 e. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran,
 Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap
 Kinerja Manajerial SKPD
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Akuntabilitas
 Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan
 Struktur Desentralisasi berpengaruh secara signifikan positif Terhadap
 Kinerja Manajerial SKPD. Hal ini didukung oleh beberapa hasil uji SPSS
 yang telah dilakukan oleh peneliti.
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 KESIMPULAN DAN SARAN
 a. Kesimpulan
 Responden penelitian ini berjumlah 115 orang pegawai instansi-instansi di
 Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang tersebar di
 wilayah Kota Tanjungpinang. Pengujian penelitian ini menggunakan Uji
 Validitas, Uji Reliabilitas dan Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji
 Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Normalitas, Uji Autokorelasi,
 Uji F dan Uji t.
 Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data, maka dapat diambil beberapa
 kesimpulan sebagai berikut :
 1. Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja
 Manajerial SKPD Provinsi Kepulauan Riau secara parsial.
 2. Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap
 Kinerja Manajerial SKPD Provinsi Kepulauan Riau secara parsial.
 3. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap
 Kinerja Manajerial SKPD Provinsi Kepulauan Riau parsial.
 4. Struktur Desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja
 Manajerial SKPD Provinsi Kepulauan Riau secara parsial.
 5. Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan
 Sasaran Anggaran, Struktur Desentralisasi berpengaruh signifikan positif
 terhadap Kinerja Manajerial secara simultan.
 b. Saran
 Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai
 berikut:
 1. Penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi
 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai dasar pengambilan
 keputusan dan diharapkan pada responden dan instansi-instansi
 dilingkungan Provinsi Kepulauan Riau dapat menerapkan keberhasilan
 dalam pelakasanaan akuntabilitas publik, diharapkan kepada Pemerintah
 Provinsi Kepulauan Riau dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam
 rangka pemenuhan hak-hak publik.
 2. Diharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat berpartisipasi
 secara aktif dalam proses penyusunan anggaran serta pelaksanan untuk
 mencapai target anggaran, serta dapat melibatkan masyarakat ikut dalam
 proses penganggaran tersebut.
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 3. Diharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menetapkan
 sasaran anggaran secara jelas dan spesifik agar dapat dimengerti oleh
 individu yang bertanggung jawab dalam melaksanakannya.
 4. Diharapakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal
 pengambilan dan penetapan keputusan dapat melibatkan unit kerja yang
 dipimpinnya, karena para manajerial SKPD yang mempunyai otonomi
 yang lebih besar dalam pengambilan dan penetapan keputusan.
 5. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi kepulauan Riau dapat
 menjalankan kegiatan manajerial yang mencakup perencanaan,
 pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan
 dan pengawasan secara efektif.
 6. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen
 lainnya guna mengetahui variabel-variabel lain yang dapat
 mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah variabel dependen.
 7. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode
 penelitian yang berbeda dalam menganalisis dan mengolah data untuk
 memperoleh data yang lebih baik dan berkualitas.
 8. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, maka
 peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat
 menambahkan dan menggunakan variabel lain, karena dari model
 penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang
 digunakan dapat menjelaskan sebesar 47,8%. Sedangkan 52,2%
 dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.
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